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PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

PERATURAN .DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

't[t
BUPATI KEPULAUAN RIAU,

bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2006 ,dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan
Penruakilan Rbkyat Daerah pada tanggal 30 Juli 2005, perlu
rnenyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2006;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kepulauan*Riau Tahun Anggaran 2006 perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;

Undang-Undang Nomor '12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Linglu1i Daerah Kabupaten
Surnatera Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ([embaran Negara Republik lndonesia Tahun '1985

Nomoi 68' Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12

Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994
Nornor:62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1999 tentang Peyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan l-embaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 20 Jahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
lndonesia tahun 2000 Nomor 130);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan
Retribusi Daer:ah (Lemb4ran Negara Republik lndonesia Tahun
2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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6, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 200z^ tentang Pembentukan
Pro.uinsi Kepulauan Riau; ' 

l

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan l-embaran Negara Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20A4 tentang Pemeriksaan,
P.engelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4a0Q;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OA4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun,2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421)',

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaian Negara Republik lndonesia Taliun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)',

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Hntara P-emerintah, Pusat dan Daerah (Lgmbaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor:'104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negare Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 4A21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Nornor 4165); r \,"'
Perbturan Pernerintah Nomor 1'05 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negala Nomor 4022); , ,,...,:.-
Pe'raturan Pemerintah Nomor:1,07 Tahun 2000 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor
204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029:

,Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungiawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia-lahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

lr:r,:,
Per:aturan Femerintah Nomor 109:Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2OOO Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun Z0Ot Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a138);

'I

.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO1 Nomor
1 1Q Tamhahan I omharan Nenara Nlnmnr /. 1?O\'
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Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa,tan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja . Daer,ah,
Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan
Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun
2004 Tanggal 25 Pebruari 2004 tentang Pokok-pokok pengelotaan
Xeuangan baerah;

, , ,. BERSAMA 
l

BUPATI KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN

t,.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1, '. ::
:I 

';.. ]. .. :

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai

255,373.277 .322,A0
293,768.036.913,00

38.394,759,591;00

39.994.759,591,00
1,500.000,000,00

38,394,759,r59t,00

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanjb Daerah;
Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang pemerintahan dan Unit
Organisai Perangkat Daerah ;

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Pinjaman Daerah;
Daftar tnvestasi ieenyeriaan Modat) Daerah;
Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan . '
Daftar Dana Cadangan,

hanaa^ na' Dengan persetujuan,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN RIAU

Menetapkan

Anggaran
berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja

(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b, Pengeluaran
Surplus

1, Lampiran I

2. Lampiran ll
3, Lampiran lll

4, Lampiran lV
5. Lampiran V
6, Lampiran Vl
7, Lampiran Vll
8. Lampiran Vlll
L Lampiran lX

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp
Rp.

Pasal 2
.:,

Uraian lebih lanjutr Anggarah RenOapatan daln Belanja Daerah sabagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdlri dari:

I ' i. Pasal 3 i

Lampiran-la[Piran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 4 r

Sebagai landasan operasional pelaksanrrn',.,Brprti menetapkan Peraturan
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

' 
l, Pasal 5 ,l

: ,l

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan ,pengundangan Peraturan Daerah ini dengbn
penempatannya dalam Berita Daerah,Kabupaten Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 28 Pebruari 2006

BUPATI ULAUAN RI

ANSAR MAD, SE, MM
l

Diundangkan di Tanjungpinang
pada Tangg al : 28 Pebruari '2006

SEKRET
KABUPATEN

S DAERAH
ULAUAN RIAU

,MA

LEMBARAN DAERAH KABL'PATEN KEPULAUAN RIAU TAHUN 2OO5
NOMOR 1 SERI A NOMOR 1


